BUPATI PANDEGLANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN

ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Ayat (1)
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara,
serta dalam rangka mewujudkan obyektifitas, kualitas,
transparansi dan  akuntabilitas  pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara
dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Memperhatikan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun
2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun
2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah;

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 70 Tahun
2019 tentang Kududukan, Susunan Organisasi,
Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3
4

10.

11,

Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Bupati adalah Bupati Bupati Pandeglang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negera
indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat Dberdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan atau
fungsi jabatan.

Kompetensi  Teknis adalah  pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang
spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait
dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-
nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap
pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran,
fungsi dan Jabatan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan
organisasi.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah suatu kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka memimpin dan memotivasi Pegawai Negeri
Sipil melalui kepeloporan, pengembangan kerjasama dengan instansi lain
dan keteladanan dengan mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara
dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara.

Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka mengendalikan pelaksanaan Kkegiatan yang dilakukan oleh
pejabat pelaksana.

Kualifikasi Jabatan adalah syarat minimal yang dibutuhkan untuk
menduduki suatu jabatan meliputi kepangkatan, pendidikan,
pengalaman kerja dan kediklatan.

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas adalah persyaratan minimal
kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan tugas secara
efektif pada suatu jabatan yang termasuk dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas adalah sebagai berikut:

a.

b.

dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan sebagai Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;

dasar pertimbangan dan pengajuan usul dan/atau penetapan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas;

dasar penilaian dari aktivitas penilaian kompetensi baik unuk tujuan
pengisian jabatan yang lowong maupun untuk pemetaan kompetensi;

dasar penyusunan program peningkatan kompetensi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta
calon pengemban Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas; dan



e. dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karier
PNS.

Pasal 3

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas adalah sebagai berikut:

a. mewujudkan obyektifitas, kualitas, transparansi dan akuntabilitas
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;

b. mengidentifikasi kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;

c. mewujudkan kesesuaian anatara tugas Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dengan
kompetensi pejabat atau calon pengemban jabatan sehingga tercipta
pejabat yang profesional; dan

d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karir PNS.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas meliputi:

a. kualifikasi jabatan; dan

b. kompetensi jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB IV
KUALIFIKASI JABATAN

Pasal 5

(1) kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi:

a. pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;

b. pangkat paling rendah Pembina Tingkat I atau golongan ruang IV/b
untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon Il.a dan paling rendah
Pembina atau golongan ruang IV/a untuk Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Eselon I1.b; dan

c. sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Esselon II.b minimal 2 kali dijabatan yang berbeda untuk Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Eselon Il.a dan sedang atau pernah
menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Administrator sesuai dengan bidang tugas
Jabatan yang akan diduduki paling singkat secara kumulatif selama 3
(tiga) tahun untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon Il.b.

(2) Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi
Jabatan Administrator meliputi:

a. pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
b. pangkat paling rendah Penata Tingkat | atau golongan ruang Ill/d; dan



c. pernah menduduki Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional yang
setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas
Jabatan yang akan diduduki paling singkat secara kumulatif selama 5
(lima) tahun.

(3) Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi
Jabatan Pengawas meliputi:

a. pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV,

b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I atau golongan ruang
I1I/b untuk Jabatan Administrator Eselon IV; dan

c. mempunyai pengalaman dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki paling singkat secara
kumulatif selama 2 (dua) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal = wovenber 2021

BUPATI ﬁANDEGLAI}g,

/ /\’/
Ide NARULITA

Diundangkan di Pakdeglang

pada tanggal -

" 14UFIK HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 75



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 72 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 November 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

1. Nama Jabatan

2. Kelompok Jabatan

STANDAR KOMPETENSI JABATAN
SEKRETARIAT DAERAH

: SEKRETARIS DAERAH
: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

3. Urusan Pemerintahan : Kesekretarian Daerah

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan
tugas Sekretariat Daerah serta membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundangan yang berlaku untuk menunjang kinerja
Pemerintah Kabupaten Pandeglang

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level Deskripsi

Indikator kompetensi

A. MANAJERIAL

Integritas

4 | Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

. Menciptakan situasi kerja

yang mendorong seluruh
pemangku kepentingan
mematuhi nilai, norma, dan
etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi

. Mendukung dan

menerapkan prinsip moral
dan standar etika yang
tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya

. Berani melakukan koreksi

atau mengambil tindakan
atas penyimpangan kode
etik/nilai- nilai yang
dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun
ada resiko

Kerjasama

4 | Membangun komitmen
tim, sinergi

. Membangun sinergi antar

unit kerja di lingkup instansi
yang dipimpin

. Memfasilitasi kepentingan

yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi




2. Mendata informasi yang
berhubungan dengan Manajemen
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat

3. Mengident ikasi Manajemen
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Tingkat Pentingnya thd
uraian Jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

A. Pendidikan

1. Jenjang

SI/DIV

2. Bidang [lmu

- Ilmu Pemerintahan
- dan bidang ilmu Lain yang relevan dengan bidang tugas

B. Pelatihan

1. Manajerial

Diklat PIM [V v

2. Teknis

- Bintek Manajemen Pemerintahan \'
- Bintek Pelayanan Administrasi \'
Pemerintahan
- Bintek Pengelolaan Keuangan v
Daerah
- Bintek Perencanaan Daerah Vv
- Bintek Pengelolaan Manajemen Vv
SDM
- TOT Pelayanan Administrasi \
- TOP Pemberdayaan Masyarakat v
- Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) v
- Bintek Aparatur Pemerintahan

3. Fungsional

- Diklat Barang dan Jasa \%
- Bintek Pelayanan Teknologi 1"

Tepat Guna
- Bimtek BUMDES dan UKM \'

C. Pengalaman Kerja

- Pengalaman jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan v
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat yang
akan diduduki secara kumulatif
paling kurang selama 2 (dua)
tahun

D.

1/c

E. Indikator Kinerja Jabatan

- Pemberdayaan PKK

- Tersedianya Laporan Usulan Program Prioritas Kelurahan yang
Disepakati

- Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

BUPATI PANDE(%NG

NARULITA



